eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (1): 160-170
ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org
© Copyright 2013

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI
BIDANG KESEHATAN PADA RSUD AJI BATARA AGUNG
DEWA SAKTI KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Emma Ratna Sari

eJournal Administrasi Negara
Volume 1, Nomor 1, 2013



eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (1): 160-170
ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org
© Copyright 2013

IMPLEMENTAS|I KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI
BIDANG KESEHATAN PADA RSUD AJI BATARA AGUNG
DEWA SAKTI KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Emma Ratna Sari!

Abstrak
Artikel ini menggambarkan tentang pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di
bidang kesehatan pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dimana
indikator permasalahannya ialah adanya keluhan masyarakat mengenai pelayanan
kesehatan, kurangnya tenaga medis, dan kurangnya fasilitas yang tersedia. Artikel
ini beragumentas bahwa implementasi kebijakan pelayanan publik di bidang
kesehatan pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja masih cenderung
memiliki beberapa permasalahan yang mendasar diantaranya ialah kurangnya
sosialisas mengenai prosedur pelayanan, kurangnya perhatian pihak rumah sakit
akan kebersihan serta masih dibutuhkannya tenaga medis untuk memenuhi standar
pelayanan Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 dan memenuhi standar sebagai rumah
sakit bertipe C berdasarkan Permenkes No.340/2010 dan beserta solus alternatif
yang diberikan. Data yang dipresentasikan dalam tulisan ini bersumber dari
penelitian lapangan selama 20 hari pada waktu pelayanan kesehatan berlangsung.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Pelayanan Kesehatan

Pendahuluan

Dengan meningkatnya derajat kehidupan masyaradad, sntuk mencapai
derajat kesehatan umum dalam tujuan pembangunaonahsmaka kesehatan
sebagai hak asasi manusia diwujudkan dalam pembangarana kesehatan yang
berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Teasgdi sarana kesehatan dari
kota sampai ke pelosok desa dalam jumlah yang sangap didambakan oleh
masyarakatSesungguhnya memang tidak ada alasan bagi penmeuntak tidak
memperhatikan tingkat kesehatan masyarakatnya aelsspuah pertanggung
jawaban moral dan politik. Kita tahu bahwa kesehai@alah salah satu kebutuhan
masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahh @frena itu, pelayanan
kesehatan harus tersedia secara merata di selueldsok Indonesia dan
merupakan suatu keharusan agar masyarakat menaates dan haknya untuk
menjadi sehat. Sudah tentu hal tersebut menjadjgtarg jawab negara yang
dalam hal ini adalah pemerintah sebagai represewmiasasaan masyarakat.

! Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Rakullmu Sosial dan limu Politik,
Universitas Mulawarman. Email: ersa_ramadhani@ yatoomo
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Sedang di pihak lain, seiring lajunya arus informrden mahalnya biaya
pelayanan kesehatan, mendorong berubahnya pelay&sahatan yang tadinya
bersifat sosial menjadi bisnis semata. Hal inidargn dalam suatu pemilihan
umum, dimana strategi politik para calon pemimpimegara ini pasti dan selalu
menggunakan kesehatan sebagai umpan untuk mendwnpulukungan
masyarakat. Biasanya dalam kampanye politiknya galom pemimpin ini berjanji
untuk mengadakan dan memberikan pengobatan grafim sneningkatkan
pelayanan kesehatan menjadi lebih baik kepada masya namun hal tersebut
menjadi isapan jempol belaka setelah calon pemiteppilih.

Dimana berdasarkan observasi awal yang dilakukeh pknulis bahwa
pelaksanaan pelayanan publik di bidang kesehatda R&UD. Aji Batara Agung
Dewa Sakti (ABADI) mencakup beberapa masalah yanganie perhatian
sehingga perlu diperbaiki, permasalahan tersebntatianya ialah:

a. Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan rurkeah sa

b. Kurangnya tenaga medis rumah sakit.

c. Kurangnya sarana dan prasarana pelaksanaan pemop@rasional.

d. Belum lengkapnya dokter spesialis untuk memenulmdsta4 (empat) dasar
spesialistik untuk rumah sakit tipe C berdsarkamieekes No. 340/2010.

Kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan aabgrperan penting
dalam pembangunan kesehatan masyarakat dimana ak@semmerupakan
kebutuhan pokok dan kebutuhan terpenting bagi nianomsaka pelayanan publik
di bidang kesehatan perlu dibangun untuk mewujudtlessehatan masyarakat yang
optimal. Oleh karena itu, berdasarkan uraian did&s permasalahan yang ada
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitiamwiah sakit ini dengan judul
“Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan PublikBidang Kesehatan pada
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupatetakilartanegara”.

Kerangka Dasar Teori
I mplementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertang yuas, merupakan
tahap dari proses kebijakan segera setelah penatagang-undang. Implementasi
merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukaik lodeh individu, pejabat
pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkanmgementasi secara lebih
khusus, menyebutnya dengan istilah implementagjaéein dalam bukunya yang
berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya “itementasi kebijakanPplicy
Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kelijak dalam
kurun waktu tertentu” (Dunn, 2003:132).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krudalhm proses
kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program $adimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implatasi kebijakan
dipandang dalam pengertian luas merupakan alatéstraisi publik dimana aktor,
organisasi, prosedur, teknik serta sumber dayagaiosasikan secara bersama-
sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih damgiak tujuan yang
diinginkan.
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Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulaieggh tujuan dan
sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukbeh dormulasi kebijakan.
Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan defeanya setelah undang-
undang ditetapkan dan dana disediakan untuk memaihiaplementasi kebijakan
tersebut. Berkaitan dengan faktor yang mempengadmpiementasi kebijakan
suatu program, Subarsono (2005:101) dalam bukurayay yberjudul Analisis
Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), matig pendapat G. Shabbir
Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan babwiapat beberapa faktor
yang mempengaruhi implementasi kebijakan programgspm pemerintah yang
bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebanthranya:

a. Kondisi lingkungan

b. Hubungan antar organisasi

c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sgeyating dalam
proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakamemtukan keberhasilan suatu
proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kelnijdlpat dihasilkan.

Pelayanan Publik

“Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan olehygbenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutpesmerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundaaggen”. (Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomo
63/KEP/M.PAN/7/2003).

Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikalpaga pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyayakeyg mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokokatiaicara yang telah ditetapkan.
Seperti menurut Kurniawan (2005:4) “Pelayanan pudiah pemberi layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yangpueyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok damcsatayang telah ditetapkan”.

Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pearbelayanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yangpueyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok danctta yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, birokrasi publik berkewajiban daertanggung jawab untuk
memberikan layanan baik dan profesional. Pelayguidtik (public services) oleh
birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan fimgsi aparatur negara
sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdrandgelayanan publik (public
services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuknsejahterakan masyarakat
(warga negara).

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan MerRemdayagunaan
Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2008dapun standar
pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menpan Nd&@8olrahun 2003 yaitu
sebagai berikut :
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1) Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberipdserima pelayanan.
Dalam hal ini, prosedur pelayanan berdasarkan d&edol yang ada pada rumah
sakit.

2) Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat perggermohonan sampai
dengan penyelesaian pelayanan sesuai dengan kebijakah sakit.

3) Biaya Pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dfpkan dalam proses
pemberian pelayanan berdasarkan kebijakan daik pilmaah sakit.

4) Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengdentkmn yang telah
ditetapkan dalam kebijakan rumah sakit.

5) Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai enigblgnggara pelayan
publik dalam hal ini ialah pihak rumah sakit.

6) Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahukeahlian,
keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkémalp rumah sakit untuk
memberikan pelayanan kepada pasien.

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan pelaksanaan pemm@tih&desehatan
dalam rangka mencapai derajat kesehatan baik thdiviaupun masyarakat secara
optimal. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatateridapat hubungan antara
pasien, tenaga kesehatan dan sarana kesehatanngdunbyang timbul antara
pasien, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatanddiaim kaidah-kaidah tentang
kesehatan baik hukum maupun non hukum, antaraniral termasuk etika,
kesopanan, kesusilaan, ketertiban. Hubungan huleurg terjadi adalah hubungan
antar subyek-subyek hukum yang diatur dalam kakdatiah hukum dan
memenuhi hubungan yang mengatur tentang hak damjibew para pihak .
Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yangpkbgudalam memberikan
layanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentdesehatan
pasal 1 ayat 11 pengertian Upaya atau PelayanaehK&s adalah “setiap
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang diéakskcara terpadu, terintegrasi
dan berkesinambungan untuk memelihara dan menkakaderajat kesehatan
masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, pextary kesehatan,
pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan olemerpgah dan/atau
masyarakat”. Adapula menurut Depkes RI (2009) balpet@yanan kesehatan
adalah “setiap upaya yang diselenggarakan sentiiti aecara bersama-sama
dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meatkgk kesehatan, mencegah
dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehmgeorangan, keluarga,
kelompok dan atupun masyarakaPelayanan kesehatan dibedakan dalam dua
golongan, yakni :
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a. Pelayanan kesehatan primer (primary health car&gu gelayanan
kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehawpalarg depan, yang
pertama kali diperlukan masyarakat pada saat men@leagalami
ganggunan kesehatan atau kecelakaan.

b. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier (secoaddryertiary health
care), adalah rumah sakit, tempat masyarakat mekaerlperawatan lebih
lanjut (rujukan), di Indonesia terdapat berbagagkat rumah sakit, mulai
dari rumah sakit tipe D sampai dengan rumah sakaskA.

M etode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis iadalkriptif kualitatif
dengan menggunakan metoBerpusive Sampling yaitu pemilihan sekelompok
subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu gati pandang mempunyai sangkut
paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifapylasi yang sudah diketahui
sebelumnya (Umar, 2004:74) dalam hal ini penulisnitie Kepala Humas RSUD.
Aji Batara Agung Dewa Sakti (ABADI) sebagai inform&uanci (key informan)
dan metodeAccidental Sampling dengan pemilihan sampel yaitu siapa saja yang
secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapanakgum sebagai sampel bila
orang yang kebetulan ditemui cocok ialah pasienatursakit sebagai informan,
dimana data primer diperoleh d&ay informan dan informan dan data sekunder
diperoleh dari kebijakan-kebijakan rumah sakitolam tahunan rumah sakit, dan
data pegawai rumah sakit.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan peamelkepustakaan
dan penelitian lapangan. Sedangkan analisis datg giggunakan ialah analisis
data miles huberman yaitu pengumpulan data, penyadeaan data, penyajian
data, da penarikan kesimpulan.

Prosedur Pelayanan

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan pasien pesiu genting
menunjukan kartu jaminan atau askes yang dimilkiplga ia merupakan pasien
yang menggunakan bantuan jaminan baik dari peraé@rimbaupun dari pihak
swasta.

Apabila pasien memerlukan pelayanan rujukan uniukjuk ke fasilitas
pelayanan maka pasien harus membawa surat rujuenpdskesmas untuk
selanjutnya mendapatkan pelayanan kesehatan kegaddi kasusemergency.
Pelayanan rujukan yang dimaksud ialah pelayanamatrgalan, pelayanan rawat
inap di rumah sakit, pelayanan obat-obatan selteygean rujukan spesimen dan
penunjang diagnostik.

Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di rumalht,spkserta harus
menunjukan kartu peserta dan surat rujukan dakgsmsas di loket administrasi.
Kelengkapan berkas pasien diverifikasi kebenaraoisfa petugas dhskes Center
rumah sakit. Apabila berkas sudah lengkap, makagpst mengeluarkan Surat
Keabsahan Peserta (SKP) untuk selanjutnya pasiest daemperoleh pelayanan
kesehatan. Untuk memperoleh pelayanan rawat irgsggemp juga harus melakukan

164



Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan, (Emma Ratna. S)

hal yang sama seperti pelayanan rawat jalan agsierpadapat memperoleh
pelayanan rawat inap. Untuk kasus-kasus terter@ygoean IGD rumah sakit juga
harus melakukan hal yang sama seperti pasien fjalaat dan rawat inap seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya, dan pasien IGlimea akan diketahui apakah
pasien akan di rawat jalan saja atau perlu di raveqt di rumah sakit.

Prosedur pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Satéiht dibuat
sesederhana mungkin untuk memudahkan masyarakaik untemperoleh
pelayanan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh S@DTahun) pasien rawat jalan
pada hasil wawancara sebagai berikut :

“Prosedur pelayanan kan memang sebelumnya harugaméi nomor

urut antrian dulu kemudian ke ASKES CENTER lalu mggunke poli

nanti kemudian dipanggil. Prosedur rumah sakit sabg/a tidak terlalu
ribet hanya saja harus membawa rujukan dari puskesimlu, padahal kan
kalau misalnya bisa langsung datang ke rumah &akia membawa surat
rujukan, kan jadi lebih mudah. Ya maunya sih kalésa seperti itu.”
(wawancara 3 Januari 2012)

Hal ini juga dipertegas oleh ungkapkey informan mengenai prosedur
pelayanan kepada pasien, dimdeg informan menjelaskan secara lengkap alur
prosedur pelayanan rumah sakit sebagai berikut :

“Pasien datang ke loket pendaftaran, apabila pasierupakan pasien

terulang maka pasien langsung ke loket pendaftkaaiu, tetapi apabila

pasien merupakan pasien pemula maka pasien mealjadian informasi
untuk mendapat pengarahan. Namun, jika pasien laagsung menuju
loket pendaftaran juga akan diberi informasi di asamal ini karena

menyangkut jadwal dokter yang tidak ada setiap.’h&wawancara 16

Januari 2013).

Dibalik kemudahan prosedur pelayanan yang dibuath dim manajerial
atau tim komite medik rumah sakit masih ada pasgi@mg masih mengalami
kesulitan, seperti yang dialami oleh MN (45 thugd@ saat ingin membawa
anaknya untuk operasi dimana MN (45 tahun) merds& tmengerti sama sekali
mengenai alur prosedur rumah sakit :

“Saya tidak mengerti sama sekali bagaimana proegduisaya bingung

mba bagaimana saya bawa anak saya operasi sedasayanidak tahu

caranya seperti apa. Jadi saya minta bantuan detegaan saya dan
alhamdulillah teman saya juga baik mau membanta, soalnya saya juga
bingung mau tanya dimana. Saya ini betul-betulktiddou apa-apa mba.”

(wawancara, 13 Januari 2013).

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa kdsauan prosedur yang
dibuat oleh pihak rumah sakit belum bisa dirasaddah semua kalangan karena
kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pelayarsk bosialisasi secara
langsung maupun sosialisasi secara tertulis. $sesalprosedur pelayanan perlu
dilakukan, hal tersebut perlu dilakukan dengan amjuagar pengetahuan
masyarakat mengenai prosedur pelayanan rumah diddatahui oleh seluruh
kalangan secara merata.
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Fasilitas Pelayanan

Fasilitas merupakan salah satu sarana penunjargmdahplementasi
kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan. idalsesuai dengan yang
dikatakan olehkey informan “fasilitas yang tersedia di rumah sakit ada yang
diperoleh dari APBD dan ada juga bantuan yang diperdari APBN, tapi karena
kita ini merupakan RSUD jadi bantuan fasilitas b&nygeroleh dari APBD.”
(wawancara, 16 Januari 2013).

Fasilitas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang djpen dari bantuan
APBN dan APBD dapat dikatakan Ilumayan cukup sebaganumang
implementasi kebijakan pelayanan publik. Fasilyasg disediakan diantaranya
beberapa ruang rawat jalan dan ruang rawat inaprtsg@ang telah disebutkan
sebelumnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana atau pun &d$iB&D Aji Batara
Agung Dewa Sakti Samboja dapat dirasakan oleh paseperti yang dirasakan
oleh pasien rawat inap CHY (34 tahun) : “saat sayawat di RSUD ABADI saya
merasa nyaman-nyaman saja dengan fasilitasnya,rkaaradinya juga ada kok,
yaa meskipun begitu coba aja mba liat sendiri kedanurut saya kamar mandinya
kurang bersih.” (wawancara, 7 Januari 2013).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Key ndordan pasien
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja baik pasemat jalan maupun
pasien yang telah mendapatkan perawatan di runkéthtedah merasakan beberapa
fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh pilekumah sakit dan pasien juga
merasa nyaman dengan beberapa fasilitas kecugkiulngan dan suasana rumah
sakit yang kurang bersih.

Kompetens Tenaga Medis
Dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan petayapublik di
bidang kesehatan kompetensi tenaga medis merugakam satu yang menetukan
keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena penulis melakukan
wawancara kepadkey informan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti mengenai
ketersediaan tenaga medis rumah sakit sepertiutefikelum memadai karena
standar SDM di rumah sakit belum melengkapi stagdag ada dalam PMK No.
340 tahun 2010 maupun UU RI no.44/2009.” (wawanckegganuari 2013).
Tenaga medis atau SDM RSUD Aji Batara Agung Dewa iSg&inboja
belum sepenuhmya sesuai dengan standar pelayangntsiah ditetapkan dan
ditertuang dengan jelas dalam PMK No. 340/2010 daRJ No. 44/2009 dimana
rumah sakit dengan tipe C harus memiliki 4 macamyaglan medik spesialistik
dasar. Hal tersebut sesuai dengan ungkkg@amforman :
“Tenaga spesialis masih kurang, tenaga perawat iyesth kurang sedikit,
dan jumlah tenaga penunjang yang masih kurang égndRimana tenaga
medik spesialis 4 dasar yaitu dokter spesialis akelkidanan, bedah dan
penyakit dalam kami sudah memiliki namun standagyditetapkan ialah
dalam setiap spesialis dasar harus memiliki minithadokter spesialis,
sedangkan kami baru memiliki masing-masing 1 dokpsialis dalam
setiap pelayanan spesialistik dasar.” (wawanc&dahuari 2013)
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Tenaga kesehatan ialah setiap orang yang mengabdiiadalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilelalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memanlukewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan (Menkes, 2010). Namuetsabut belum dijalankan
sepenuhnya oleh beberapa tenaga medis yang adaul) R Batara Agung
Dewa Sakti Samboja dimana pasien TY (54 tahun) atekgn:

“Kalau dokter selalu melayani dengan baik, ramah dalalu perhatian

dengan saya, perawatnya juga baik-baik tapi add sdtu perawat yang

bikin hati merasa tidak nyaman karena mukanya cambherus kurang
sopan sama pasien, kan kita sebagai pasien hardsayani dengan sabar
namanya juga orang sakit, nah ini tidak kita mathfudesin, karena
perawat itu kalau negur pasien atau keluarga pdisiak pernah menegur
dengan cara baik-baik pasti menegurnya judes betalcuma itu aja satu
perawatnya yang kurang ramah lah namanya kalau gzasgen dan
keluarga pasien.” (wawancara, 17 Januari 2013).

Hal seperti yang diatas juga pernah dialami olesigmaML (32 tahun)
“Perawatnya kan beda-beda, perawat yang pagi bmda perawat yang datang
siang, nanti perawat yang sore kan juga beda. Kaeawat yang pagi sama siang
pelayanannya bagus tapi kalau perawat yang soaaglaasa was was dibikinnya,
soalnya mukanya judes” (wawancara, 9 Januari 20M3akih dengan ungkapan
pasien ML (32 tahun) yang mengeluhkan sikap per&&iD Aji Batara Agung
Dewa Sakti Samboja yaitu :

“Saya kan waktu di rawat di rumah sakit anak saygajmasuk rumah

sakit, jadi saya masuk rumah sakit dan anak sam Namanya juga anak

kecil ya mba yang sakit pasti cerewet anaknya, Iréapé ada perawat yang
mungkin terganggu karena anak saya jadi perawatimygegur gini “bu itu
anak disuruh diam bu jangan nangis terus” nah gajiabingung, pikir
saya kok perawat ini bukannya bantu saya menenangkak saya, eh
malah marah-marah apalagi dia itu perawat di rummak jadi harusnya
ramah bukannya malah marah-marah begitu.” (wawanc@r Januari

2013).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kompetensi tensg#is sudah
berjalan dengan baik hampir secara keseluruhanamandari banyaknya tenaga
kesehatan baik dokter maupun perawat yang sudangani pasien dan melayani
pasien dengan sikap yang sangat baik namun adaapabg@erawat diantara
mereka yang sudah bekerja dengan baik patut difiahaoleh pihak RSUD Aji
Batara Agung Dewa Sakti Samboja untuk meningkatkatumelayanan rumah
sakit. Jika pihak rumah sakit telah mengetahuiasisgja perawat yang banyak
dikeluhkan oleh pasien hendaknya pihak rumah sakinberikan teguran keras
atau sanksi yang dapat membuat perawat yang b&rgangagar perawat tersebut
bisa mengubah sikapnya kepada pasien menjadi baliih sopan, dan ramah serta
mempu menjaga hubungan baik kepada pasien sehpagien dapat merasakan
kenyamanan yang utuh.
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Faktor Pendukung Implementas Kebijakan Pelayanan Publik di Bidang
Kesehatan pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja

Yang menjadi faktor pendukung implementasi kebiagalayanan publik
di bidang kesehatan adalah karena sarana dan gmasserta tenaga medis yang
sudah ada berdasarkan PMK No. 340 Tahun 2010 maskipasih belum
sepenuhnya memenuhi standar. Hal ini ditegaskanhadail wawancara penulis
kepadakey informan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja sebagai
berikut “kami memiliki beberapa tenaga medis atakter spesialis dan perawat
yang akan menangani pasien, minimal kami memilikiter spesialis dalam setiap
4 spesialistik dasar berdasarkan PMK No. 340/20{@&wancara, 16 Januari
2013).

Sehubungan dengan jawaban key informan, mengiggardiahwa selain
ketersediaan SDM atau tenaga medis sebagai sdlalpesadukung implementasi
kebijakan, maka adanya sarana dan prasarana atbtagguga merupakan faktor
pendukung seperti yang dikatakan key informan balkeeni sudah memiliki
beberapa tempat tidur dalam setiap ruang rawat sléps (alat kesehatan) yang
kami miliki juga sudah cukup lengkap.” (wawancdr@ Januari 2013).

Faktor pendukung lainnya ialah mengalirnya dukurgtan bantuan APBN
dan APBD yang banyak untuk RSUD Aji Batara Agung D&a&ti Samboja yaitu
berupa fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan rumahkitsauntuk memberikan
pelayanan kepada pasien. Pada dasarnya implemkabgsikan pelayanan publik
di bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik&derjasama profesional antar
SDM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dangrasi

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Bidang
Kesehatan pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja
Meskipun sebelumnya dijelaskan bahwa fasilitas pedtan salah satu
faktor pendukungnya namun hal tersebut belum cukapena belum tersedianya
secara maksimal fasilitas pelayanan medis bailategh pasien rawat inap maupun
rawat jalan dan kurangnya sumber daya manusia.ngutersedianya fasilitas di
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, bukan berarti galnak pemerintah kurang
memperhatikan hal tersebut, akan tetapi dana yarsgdia belum mencukupi
persediaan-persediaan fasilitas tersebut. Untukpeesteh data yang akurat maka
dapat dilihat dari tanggapan informan MR (36 tahtem}ang persediaan peralatan
medis di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Sambojaagebberikut :
“Waktu itu saya melahirkan di RSUD Aji Batara Agungeva Sakti
Samboja, waktu itu saya melahirkan dengan cara bedds itu saya mau
dipindahkan ke ruang perawatan tapi ruangan kdélasidlah penuh tidak
ada yang kosong jadi saya di pindahkan di ruangskieldi kelas | kan ada
fasilitas TV dan AC tapi waktu saya di rawat di se@mua fasilitas dicabut
yaa saya juga maklum sih mungkin karena saya meaggn Jamkesda
yang seharusnya di rawat di kelas Il tapi karegraup mau tidak mau saya
di rawatnya di kelas | jadi semua fasilitasnya digayaa tidak boleh saya
dan keluarga saya gunakan.” (wawancara, 9 JandiaBi)2
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Fasilitas lain yang masih kurang dalam penunjanglbegian pelayanan
ilalah sarana perumahan untuk tenaga medis. Hbleimujuan agar tenaga medis
atau dokter bisa selalu standby dan bisa melayasiep setiap waktu dibutuhkan,
karena tenaga medis atau dokter yang ada di RSUB&gira Agung Dewa Sakti
Samboja bertempat tinggal di kota Balikpapan dimagr@anganan pasien menjadi
kurang efektif dan efisien. Hal ini seperti yangrdikapkarkey informan pada saat
wawancara yaitu “Sarana perumahan atau rumah ditaas rumah dokter yang
masih kurang, karena dokter RSUD Aji Batara Agung ®eSakti Samboja
bertempat tinggal di Balikpapan, kalau alkes kawhaki bermasalah karena kami
memiliki alkes yang lengkap.” (wawancara, 16 Jan2@i3).

Hal tersebut sama dengan tanggapan para pasieanalipasien RSM (36
tahun) mengatakan “coba aja dokter selalu siapp@¥dan berada di daerah sini
pasti pelayanan kepada pasien akan sangat jadhHali” (wawancara, 9 Januari
2013). Rumah sakit belum pernah memberikan diklpa#ta pegawai atau tenaga
medis, oleh karena itkey informan juga menegaskan bahwa sumber daya manusia
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja membutuhgalatihan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit keppdsien, seperti yang
dikatakan sebagai berikut “pegawai maupun tenagaismperlu melakukan
pengembangan seperti diklat atau pelatihan pegadiaiana hal ini juga
merupakan suatu kendala karena diklat dibutuhk&mkumeningkatkan SDM agar
pelayanan menjadi lebih baik”. (wawancara, 16 Jar@4 3).

Hal tersebut merupakan hambatan dan kendala-kegydata dialami oleh RSUD

Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dalam implem&ntabijakan pelayanan

publik di bidang kesehatan. Dimana RSUD Aji BataraidgyDewa Sakti Samboja
dalam mengalami beberapa hambatan dan kendalduersmun tetap dan selalu
berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada patsiemasyarakat.

Kesmpulan

Berdasarkan analisis data secara deskripsi diatasntge inplementasi
kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan j@88/ID Aji Batara Agung
Dewa Sakti Samboja maka dapat dikemukakan bebekapanpulan bahwa
Kebanyakan pasien tidak merasa kesulitan padaguopelayanan rumah sakit,
namun dari kebanyakan pasien yang tidak mengalasulikan ada beberapa
pasien yang masih belum paham atau mengerti dealgamprosedur rumah sakit
karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakatsbaiklisasi secara langsung
maupun tertulis. Pasien dapat merasakan atau matikesilitas rumah sakit
meskipun masih terganggu dengan keadaan lingkungimana halaman
lingkungan rumah sakit yang masih kurang enak atiltan keadaan toilet yang
kurang bersih. Kebanyakan pasien merasa nyamaradesiigap para tenaga medis
terutama sikap para dokter meskipun ada beberag@@demedis yaitu perawat
yang masih ada bersikap kurang ramah kepada pa$atrseperti ini yang patut
diperhatikan lagi oleh pihak rumah sakit dalam mgkatkan implementasi
kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan ga88/D Aji Batara Agung
Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Faktor pendukung implementasi kebijakan pelayanablilp di bidang
kesehatan pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti didgldari beberapa alat-
alat kesehatan yang sudah lengkap untuk RSUD tipaadg rawat dan beberapa
tempat tidur yang sementara ini disediakan untuknbezikan pelayanan kepada
pasien terutama pasien rawat inap. Sedangkan faktoghambat implementasi
kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatanalahikurangnya tenaga medis
yaitu dokter spesialis untuk masing-masing 4 sfisskadasar kesehatan, kurang
beberapa tenaga perawat, kurangnya bangunan fsgikumtuk kebutuhan rumah
sakit dalam menangani pasien maupun kebutuhanaemadis atau dokter yaitu
seperti berupa ruangan VIP maupun kelas | untulepagan rumah dinas untuk
tenaga medis dalam rangka meningkatkan pelayarnmadieasien.

Saran

Adapun saran yang diberikan sebagai solusi untukingkatkan pelayanan di

rumah sakit ialah :

a. Hendaknya meningkatkan sosialisasi mengenai prospdlayanan rumah
sakit baik secara langsung dengan dibantu oleh egusks dan pusban
(puskesmas pembantu) maupun sosialisasi secatdistedengan membuat
alur prosedur pelayanan yang ditempel atau dipajangmah sakit dan lebih
memperhatikan kebersihan lingkungan seperti ketemsruang perawatan,
toilet atau kamar mandi dan halaman rumah sakit @@sien atau pengunjung
rumah sakit merasa nyaman.

b. Hendaknya memiliki dokter yang siap siaga untuk tmemkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat agar penanganan ferpasian bisa cepat
tanggap dan responsif dan melakukan evaluasi kinégnaga medis
khususnya pada perawat yang langsung melayaninpasiar pihak rumah
sakit lebih mengetahui kinerja para tim medis darawat khususnya dalam
melayani pasien yang merasa kurang nyaman dan mi&arbeéeguran atau
peringatan agar sikap para perawat menjadi lebik, mamah, dan sopan
kepada pasien sehingga pasien merasa nyaman.
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